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BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Dari analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai
berikut:

Berdasarkan  hasil pembahasan mengenai persoalan “Keabsahan

Perjanjian Pemberian Layanan Kesehatan oleh Dokter Secara Online”, penulis

menyimpulkan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian, maka

keempat syarat yang ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi, dengan sebab (causa) yang

halal sebagai syarat keempat; setelah menganalisa unsur-unsur dalam

perjanjian layanan kesehatan online, penulis menemukan bahwa perjanjian

tersebut telah menyimpangi Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun

2004 Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang berbunyi “Dokter

atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti

standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi”. Bilamana pada perjanjian

terapeutik, suatu sebab yang halal mengacu pada kesesuaian isi perjanjian

dengan ketentuan standar medik ataupun kode etik kedokteran seperti yang

diamanatkan Pasal 44 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, dengan mengacu pada

pemahaman bahwa suatu sebab (causa) yang  halal dinilai dari apakah tujuan

perumusan isi perjanjian tersebut sejalan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka apabila perjanjian yang

terbentuk antara dokter dan pasien tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

44 ayat (1) UU Praktik Kedokteran maka causa dalam perjanjian tersebut

menjadi sebab yang palsu dan tidak sah. Sehingga, karena tidak memenuhi

syarat objektif dari perjanjian, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi

hukum, dan perjanjian tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dianggap

tidak pernah ada.
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Mengenai persoalan  “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang

Melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Online”, penulis menyimpulkan

bahwa perlindungan hukum bagi pasien yang menerima pelayanan kesehatan

secara online, berakar dari hak subjektif pasien yang disebutkan oleh butir

butir dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah

Sakit, khususnya pasal 32 huruf d yaitu “memperoleh layanan kesehatan yang

bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”, juga

pasal 32 huruf h yang menyebutkan bahwa “(pasien berhak) meminta

konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang

mempunya Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah

Sakit”. Dalam hal pasien mengalami kerugian, maka oleh pasal 58 ayat (1)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasien tersebut diberi

hak untuk menggugat dokter bilamana pasien mengalami kerugian akibat

kesalahan atau kelalaian dalam sebuah pelayanan kesehatan. Gugatan tersebut

berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur oleh Pasal 1365

KUHPerdata, dengan causalitas perbuatan dan kerugian berdasarkan teori

Conditio Sine Qua Non (Van Buri), dimana kesalahan mendiagnosa

merupakan kesalahan yang timbul akibat kelalaian pihak dokter, dan

perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.

5.2 Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis akan memberikan

saran yaitu:

Untuk pihak dokter dan penyedia jasa layanan kesehatan online,

sebaiknya memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan

terlebih dahulu, dan menyesuaikan prosedur operasional mereka dengan

ketentuan-ketentuan yang ada dalam tiap peraturan perundang-undangan di

bidang kesehatan tersebut, agar dapat menghindari terjadinya sengketa hukum

akibat dilaksanakannya suatu layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan
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standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dan

pelaksanaan tersebut dianggap merugikan bagi pihak pasien.

Untuk pihak pasien, dapat lebih bijaksana dan mencermati

kesepakatan yang terjadi antara mereka dengan dokter atau penyedia jasa

layanan kesehatan online, dan memahami bahwa mereka dilindungi oleh hak-

hak pasien yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang

kesehatan, sehingga mereka tidak perlu takut untuk mempertahankan hak

mereka apabila mereka menderita kerugian akibat dilaksanakannya suatu

kesepakatan antara mereka dengan dokter atau penyedia jasa layanan

kesehatan online yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kesehatan.
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